
SALINAN
KOMISI PEMIUHAN UMUM

KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 106 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang a

b

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pr:layanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan

pr:merintahan yang baik dan guna mewujudkan

kt:pastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap

pt:nyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan

Standar Pelayanan;

br*twa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Standar

Ptiayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

R:layanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

R:raturan Pemerinta-h Nomor 96 Tahun 2012 tentang

R.'laksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Pt:raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15

Tr:.hun 2074 tentarrg Pedoman Standar Pelayanan

Mengingat I

2

3
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

61s);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2022 tentarrg Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 6721;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 127 Tahun 2O22 tentang Peta Proses Bisnis di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA MADIUN.

Menetapkan Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan

Umum Kota Madiun y€urg merupakan implementasi dari

pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota

Madiun, yang bersifat pemmusan kebijakan, koordinasi, dan

sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan

penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum

dalam lampiran.

Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota

Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas

dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, Masyarakat

maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan

pelayanan Pendidikan Kepemiluan.

Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota

Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib

ditaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta

digunakan sebagai acuan dalam penilaian kine{a pelayanan

oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4

5

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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KEEMPAT : Keputu{ian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Madiun

pada tanggal 17 September 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Madiun,

ttd.

Pita Anjarsari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI.AT KOMISI PF]MILIHAN UMUM

MADIUN
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

to



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 106 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

STAITDAR PELAYATTA.IT
PEMUTAKHIRAI{ DATA PEMILIH

KOUPOI{EN URNAT

I Persyaratan
Identitas pemohon yang melipuu nama, Nomor lnduk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarya (NKK), dsn nomor telepon
seluler yang bisa dihubungi.

b. Syarat Pemilih:
o Genap berumur f7 (tujuh belas) tahun atau lebih
o Sudah kawin atau sudah pernah kawin

c. Jam pelayanan adalah
o Senin sampai dengan Kamis pukul O8.00 - 15.30
. Jumat pukul 08.00 - 16.00
. Layanan pengaduan secara online 24jam

a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyaralat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi

NO
PEITYAIIPAIAN LAYANAN
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NO KOUPONEN URAIAN
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur

mengisi formulir
dan masukan tmasva-raka... terhadap

daftar ber tankelanju

Melalui Whatsapp
KPU Kota Madiun

Langsung ke kantor

mengirimkan foto
E-KTP danf atau KK

Melalui WA

Pemohon
Meounjukkan
E-KTP dan/

atau KK

membawa E-
dqrl

KK

Pemohon tidak
mengiriEka! foto E-
KfP dan/atau KK

Melalui WA

Pemohon bisa
mel,anjutkan

melalui
whatsapp

dan/atau KK
nlapkan E-

Dilanjutkan via
WA di waktu yang

lain ketika
pemohon sudalr

Ada Tidak Ada

Tidak ada
perubahan

Ada perubahan(ubah
data/TMS)

Pcmilih diminta mengisi form
tanSSapan dan Easuka.n

masl.arakat
Disanpaikan
ke pemohon
bukti telah
te.dafta!

I. Uclqri.Ec tro! TrhrprE/ DPB

KPU Kota Madiun mengecek data
melalui cckdptonline.kpu.go.id
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MeEberikan tanda terima telah @engisi
form masukan dan tanggapan

easyarakat

Operator Denginput data ke da]aE aplikasi Sidalih dan
dimasukkan ke dal.- Model A-Daftar Perubahan Pemilih
PDPB. Pemilih dapat EeLakukan pengecekan data setelah

rekapitulaai ti.f triwulan

!to XOUPOICEN URAIAN
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NO KOUPOT{EN URAIAIT
II. UelanLrue Tahapea Pcullu/ Pemlllhra

Peoohon mengisi fornulir tanggapa.n dan
Easukan masyarakat

Melalui Whatsapp
langsung ke

kantor KPU Kota
Madiun

Pemohon tidak
mengirimkan foto
E-KIP dan/atau
KK Mel,alui WA

PeEohon
mengirim-kan foto
E-KTP dan/ atau
KK Melalui WA

Pemohon
Menunjukkan E-

KfP darr/ atau KK

Pemohon tidak
membawa E-K[P

dan/ atau KK

WA ke helpdesk untuk
Eenya&paikan foto E-

KTP dan/ atau KKsu
lain

mcnyiapkan E-
KTP dan/atau

KK

Dilanjutkan via
WA di waktu Pemohon mengccek data lreEilih melalui

cekdptonline.kpu. go.id

Ada Tidak Ada

lsi Form dr laporp€milih.kpu.go,idTidak ada
perubahan

Ada perubahan
(ubah data / TMS)

Pemohon diminta Eemberi
salinan bukti dukung
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Ito URAIAI{

Disampaikan ke pemohon
bukti telal terdaftar

emberikan tanda terima telah mengisi form masukan
tanggapan masyarakat

Operator KPU Kota Madiun menyampaikan pada PPK dan
PPS untuk ditindaklanjuti

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementa-ra (DPS) tingkat
kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat Kota Madiun

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementa-ra Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat
Kota Madiun

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DFT) tingkat Kota Madiun

Rekapitulasi DaItar Pemilih Tambahan (DPI) tingkat Kota
Madiun

KO}IPONEN
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TO KOUPOT{EN URAIAI{
3 Jangka waktu Pelayanan Tindak lanjut permohonar data pemilih ke pemohon maksimal 25 menit (mekanisme non tahapan/ DPB maupun mekanisme

tahapan Pemilu / Pemilihan)
4 Biaya/Tarif Tidal< dipungut biaya/ tarif
5 Produk Pelayanan Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dal pemilih ubah

data
Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan/Apresiasi

a. Pengaduan, sajan dan masukan/apresiasi dapat dilakukan s€cara teftulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Jalan Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman,
Kota Madiun dan dapat melalui email pensaduankpukotamadiunfd)qmail.com atau melalui website https://kota-

madiun.kpu.go.idlpage/read/whistleblowing-svstem serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyaralat;
b. Penanganan pengaduan selarna rentang waktu proses pemutakhira! data p€milih yaitu pada saat p€muta-khiran data pemilih

berkelanjutan ss&pai dengan rekapitulasi DPB;
c. Penanganan pengaduan pada saat pemuta-khiran Daftar Pemilih Sementara yaitu sampai dengan rekapitulasi DPS;
d. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yaitu sampai dengan rekapitulasi DPI; dan
e. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan, yaitu sampai dengan rekapitulasi DPTb.

PENGELOLAAI{ PEIAYAITAN
Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

I 12, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

182, Tambahan Itmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 61og);
d. Undang-Undalg Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
e, Peraturan Pemerintah Nomor 6l Taiun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5149);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O2l t€ntang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5357);

g, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Informasi Peleyanan Publik Nasional;

6

I
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2 Sarana dan Prasarana dan/atau
Fasilitas

a. Monitortouchscrren;
b. Formulir tangEapan dan masukan;
c. LaptoP/ Komputer;
d. Handphone;
e. Printer;
f. Mesin Fotocopy;
g. Scanner;

h- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanaa Publik;

j' Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Ke['a Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan
Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihar Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa ka-li diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 786);

k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
organisasi,dan Tata Keda Sekretariat Jenderal Komlsi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi,dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

l. Peraturan Komisi Pemiliharl Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tah:Jn 2022 tentang Penlrusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraar Pemilihan Umum Dan Sistem lnformasi Data pemilih;

m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubaian Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahv,n 2O22 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Dan Sistem lnformasi Data pemilih;

n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data pemilih
Berkelanjutan;

o' Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2C.22 tentarrg Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum; dan

p' Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraal Femilihan Umum.

-7 -
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NO KOUPOI{EX URAIAN
h. Wi-fi/ Jaringan Internet;
i. Meja dan Kursi;
j. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id;
k. Aplikasi laporpemilih.kpu.go.id;
l. Air minum;
m. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

3 Kompetensi Pelaksana a
b
c
d

pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan;
Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;
Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;
Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service dengan kompete nsi excelleflt
seruice.

Pegawai yang memiliki

4 Pengawas hternal
b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintai Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
a. Inspektorat Utama KPU RI

5 Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang pegawai Kota adi pe hari yang p yal kompetenSI di bidang pem takhiran da pemil ihKPU M rnu mem un u ta
6 Jaminal Pelayanan kan secara tertulis melalui surat yang ditujukaa kepada Komisi

Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Ja.lan Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota

serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola pengaduan Masyarakat

a.

ma diu n. kou.eo. id / oaee/re adlwhistleblowinp-svstem

neneaduankouko tamadiur{Oemail.com atau melalui website httos:/ lkota-

Pengadual, saran dan masukan/apresiasi dapat dilalu

Madiun dan dapat melalui email

b. Souvenir apabila melewati batas waktu
Keamanan
Pelayanan

dan Kes€lamatan a. Informasi yang dib€rikan ddamin keabsahannya dan dapat dipertanggungiawabkan;
b. Keamanan data pribadi (NlK E-KTP dan NKK)
c. Dalam hel masyarakat yang mentakses pelayanan sccara ollline, tersediajalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat pemartanr Api

Riryen (APAR)

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standa.r pelayanan ini dilakukan sctiap bu utnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga
dan meningkatkan kinerja pelayanan

lan. Selanj
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STAI{DAR PELAYAITAN
PE"TABAT PEIIGELOLA II{FORITIASI DA.I[ DOKITilEI{TASI (pprDl

(.

Petugas pelayanan Eemberitahu
nomor formulir perseohonan

unbrEasl

Tidak

Pemohon Informasi mengajukan permohonan in-fornasi dengan
cara datang langsung, oelalui surat, surat elektronik, telepon dan
melalui e-PPID atau Eendatangi kantor KoEisi Pemilihan Umuq.

Kota Madiun di Jalan Mobilisasi Pelajar No. 2 Kota Madiun

a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir
permohonan informasi;

b, Untuk permohonan informasi melalui surat, e-Eail, telepon,
formulir permohonan akan diisi oleh pctugas p€Layansn;

c. Pemohoa dapat Eengisi fonnulir permohonan secara langsung
oelalui e-PPID;Sistem Mekanisme

Prosedur
dan

2

NO KOMPOIYEI{ URAIAII
PEITYAUPAIAN LAYANAIV
I Persya-ratan Pemohon mengisi formulir pefinohonan informasi dengan ketentuan :

1. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport);
2. Badan Pub1ik: mengajukan surat permohonan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel

resmi;
Jam pelayanan adalah. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30. Jumat pukul 08.00 - 16.00

PERUOHOITAN
IIYFORMASI DAIT
DOKI'UEIYTAAI

Jika Informasi Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi
apabila inlormasi yang dimaksud tidak berada di bawah
penguasaan KPU Kota Madiun dan apabila mengetahui dapat
memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi teisebut;
dan apabila iriformasi termasuk informasi yarlg dikecualikan.
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!Io KOMPOr{EI{ URAIT

Jika belum dapat diberikan petugas pelayanan
menginforoasikan jangka waktrl permohonan

informasi sesuai dengan Undang-Undang
Keterbukaan lrrforEasi Rrblik, Petugas Pelayanan

berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan
Pejabat Pengelola ln:formasi da]a Dokumentasi

(PPID) serta kemudian mcmberikan pemberitahuan
tertulis mengenai informasi dirnaksud sesuai
deogan jangka waktu yang teleh ditetapkan

Undang-Undang Keterbukaan Inlormasi Publik;

Petugas pelayanan dapat langsung
meorberikan irrjormasi sudah t"rsedia dan

bukan mcrupakan inlormasi yang terEasuk
dalam kategori dikecualikan atau berpotcnsi

dikecualikan

Untuk Permohonan Inforaasi yang datalS
langsung/ mengambil langsung, ectiap

peEbcrian inforEasi harus diccrtai dcngan
tanda t"ri0a

Petugas pelayanar mengisi buku
registrasi pelayanan informasi

TERLIIIGAXATYA
PEUBERIAJT

ITFOR.UASI DAI{
DOKT'UEITTASI
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NO KOMPOI{EI{ URAIAIT
3 Jangka Waktu Pelayanan I

2

Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: I s.
Perpanjangan dilakukal sec{ra tertulis diserta.i dengan

d. 10 ha,ri keq'a dan dapat diperpanjang 7 hari kerja.
alasan; dan

Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja dan perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 hari

4 Biaya/Tarif biaya biaya
info dibe

ratisG ak ada dalam I(rid rnl cual terdika ake daan danj pat penggan penglnman
rlnasr kebankan a Pemohon formasiIn

Produk Pelayanan Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/ pemohon informasi
terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh

ngan output berupa informasi dalam bentuk hard
Badan Publik KPU Kota Madiun baik di bidarg kepemiluan

maupun di bidane kelembagaan. de u)pu dan soft utpu
6 Penanganaa, Pengaduan.

Saran d;
Masukan/Apresiasi

Tata Cara Penangangan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi:
1. Pernya,ratan Keberatan:

a. Kartu Identitas (perseorangan: KfP/ SIM/ Passport);
b. Badan Publik: mengqiukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga da! bertanda tangan

beserta stempel resmi;
c. Mengisi formulir pengajuan keberatan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:
a' Pemohon Informasi mengqjukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon,

surat dan surat elektronik;
b. Alamat pelayanan informasi pada:

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, Jalaa Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kota Madiun. Telepon (O3s l )
461664, e-mail: idk di cot'I-I dan chat via WhatsApp 0857-5519-9439;u

c. Pemohon Informasi yang datang sccara Langsung mengisi formulir keberatan;
l) Untuk permohonan informasi metalui surat, e-mail, telepon, formulir keberatan akan diisi oleh petugas

pelayanan;
2) Pemohon dapat mengisi formulir keberatan secara langsung melalui e-pplD;
3) Petugas pelayanan menginformasikan nomor regrsuasi fbrmulr keberatan dan .pngta wa_Ltu Jawaban

atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik;
4) Petugas pelayanaa menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan

formulir keberatan dimaksud kepada Atasan pplD;
5l Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;
6) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberat€n yang ditandatangani oleh Atasan pplD

kepada Pemohon lnformasi;
7) Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi pcrihal hak yang dimiliki oleh

Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima;
d.J Wa-ktu:

pelayanan informasi

5.
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!to KOMPC'I{EI{ URAIAIY
Pemilihan: paling lambat 30 hari keda sejak keberatan atas

Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah
diseralkan kepada Pemohon Informasi; dan

2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari ke4'a setelah diterimanya keberatan.
Pengadual, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui suiat yang ditujukan
kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Jalan Mobilisasi pelajar Nomor 2; Kelu;ahanMojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan dapat mela.lui email

serta menyampaikai kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

e

t
madiun.kDu.co.id / oaee / read/whistleblowine-svstem
DensaduankDuko tamadiur(Osmail.com

1) Untuk di luar masa talapan pemitu/

atau mela.lui website https://kota-

PENGELOLAAN PEII\YANAI{
i Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (l€mbamn Negara Republik

Iodonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pela5ranan Publik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Iembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6lO9);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8

tentang Keterbukaan Informasi Publik (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 99, Tambahan
I-pmbaran Negara Nomor 5149);

f. Peraturar Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9
tenrang Pelayanan t'ubl* (l€mba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5357);

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bimlirasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan publik Nasional

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2O2l tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona IntegritaE Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani dl Instansi Pemerintah

i, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan publik

j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
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NO KOMPOr{EN URAIAIY
Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten lKota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, teral<hir dengan Peraturan Komisi pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2027 lentaf,9 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
20 19 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 786);

l. Peraturar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tenta-ng Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi,dan Tata Keia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum
Provinsi,dan Sekreta.riat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta proses Bisnis Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

k. Peraturan Komisi Pemilihan

2 Sarana dan Prasarara a. Monitortouchscreen;
b. Laptop/ Komputer;
c. Handphone;
d. Printer;
e. Mesin Fotocopy;
f. Scanner;
g. Wi-fi/ Jaringan Internet;
h. Meja dal Kursi;
i. Air minum;
j, Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan

Kompetensi Pelayanan 1

2
3

4

Pegawai yalg mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi
Pegawar yang memahamr terkant Keterbukaan lnformasi publik
Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan
masyarakat
Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service dengan

len si ex(Plle nt s e rui Le -kom
4 Pengawas Intemal Kota Madiun diawasi secara internal di dalam kelembagaan KpU Kota Madiun,

1 Ketua KPU Kota Madiun sebagai Pembina PPID KPU Kota Madiun;
2. Sekretaris KPU Kota sebagai atasan PPID KpU Kota Madiun;
3. Anggota KPU Kota Madiun sebagai Tim pertlmbangan pplD KpU Kota Madiun;
4. Kepala sub bagian dan fungsional ahli muda ssgagai fim Penghubung;
5. Inspektorat Utama KPU RI;

Pelayanan Informasi oleh PPID KPU
yaitu oleh:
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NO KOMPONEN URAIAIT
6. Satuan T dalian Intem Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

5 Jumlah Pela,kssna
Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Ketua KpU Kota Madiun;
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu Anggota KpU Kota Madiun;
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu sekretaris Kpu Kota Madiun;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepata sub bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan
Sumber Daya Manusia KPU Kota Madiun;

. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian
di KPU Kota Madiun; dan

+

a
b
c
d

e

f. Informasi dan Dokumentasi tu Staf di KPU Kota MadiunSubPetu

/ - 22 Orang dengan rincian sebagai berikut

Jaminan Pelayanan

7 Keamanan dan Keselamatart
Pelayanan

Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID
pelayaran da-ri PPID KPU Kota Madiun, baik itu
dalam mengajukan permohonan keberatan yang
dasar hukum.

KPU Kota Madiun akaa dijamin haknya untuk mendapatkan
pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun
dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom

b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada
Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Ja-lan Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo,

Da-lam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kum
a
b

c

histleblowinE-svstemwebsite httos://kota-m adiun.kou.so.id/o aeel read lw
Kecamatan Taman, Kota Madiun dan dap ail.com atau melaluiat mela.lui email pengaduankDukotamadiun@em

KPU Kota Madiun melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon lnformasi
pul, dan Alat

Pemadam A APAR

serta menyampaikan kepada Pejabat
Pengelola Pengaduan Masyarakat.
Souvenir apabila melewati batas waktu pelayanan.

6

8 Evaluasi Kineria Pelal{sarlaarl a. Menerbitkal laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi
Kota Madiun dan ditembuskan ke PPID KPU RI.
b. Pelaksanaen monitoring dan evaluasi keterbuka€r Informasi Publik oleh Komisi Informasi Kota Madiun setiap
tahunnya
c. Evaluasi keterbukan Informasi Publik internal dilakukan setia bulart
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STAI{DAR PTLAYAI|AI|
FASILITASI IIONST'LTASI TEKIYIS PEIYYELEITGIGIARAAIT PEMILU

1 Persya-ratan Pengguna layanan membuat surat permohonan yang berisi
a. Identitas pemohon yang meliputi nama p€rseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai

politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email;
b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseoralgan: KTP/SIM/ passport)
c. Materi konsultasi yang diminta secara jelas disertai kerangka acuaa kegiatan;
d. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan konsultasi; dan
e. Waltu pelaksanaan konsultasi.
ditujukan ke alamat:
Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
Jl. Mobilisasi Pelajar No. 2, Kota Madiun, atau melalui email koukotamadiu n(A.smail.com
Jam pelayanal adalah
. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30
. Jumat Dukul 08.00 - 16.00

NO KOUPONEIT URNAI{
PENTAMPAIAII LAYAI{AT{



Sistem Mekanisme dan Prosedur
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Pengguna layanan menerima tanda terima
dari petugas yang menunjukkan bahwa

surat permohonan konsultasi telah
diterima; Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan

menunggu hasil disposisi pimpinan unit terkeit
pctugas/ pegawai yang memberikan pclayanan;

Pengguna layanan menerima konftrmasi
pemberian layarral konsultasi yang diterusksr

oleh petugas front ollice dari unit keq'a;

t

I

I

Konsultasi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu

Hadir langsung ke kantor KPUUsulan melalui surat

Pengguna layanan menyampaikan surat
permohonan konsultasi ditujukan kepada

Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
Pengguna layanan datang langsung ke Kantor
dengan membawa kelengkapan persyaratan

dan menginformasikan permohonan konsultasi
kepada petugas front ollice di lobi KPU Kota

Madiun

!IO KOUPOlTEN URAIAN

Pengguna layanan menunggu hasil disposisi
pimpinan terkait petugas/ pegawai vang

memberikan pelayanan. Dalam hal ini juga
dilakukan analisis guna memastikan

apaleh konsultasi dapat dilakukan atau
tidak, dan apabila dapat dilalukan apakah
harus diselenggarakal secara tatap muka

langsung atau dapat secara daring
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uo KOUPOITEN URAIAI{

Pengguna layanan diarahkan oleh petugas front
oflice ke tempat rapat yang sudah ditentukan

untuk ditemukan dengan petugas yang
memberikan layanal konsultasi.

Pengguna layanan menerima surat jawaban
melalui email. Apabila permohonan

disetujui maka surat jawaban akan disertai
jadwal pelaksanaan konsultasi dan contact

person p€tugas yang akan melayani, di
mana konsultasi akan diselenggarakan
seca.ra tatap muka langsung ataupun

daring.

Pengguna layanan melakukal
konsultasi

3 Jangka Waltu Pelayanan 1. Informasi/jawaban dapat tidaknya dilal<ukan konsultasi disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun maksi'nal 1 (satu) hari sejak surat pcrmohonan atau email diterima.

2. Pengguna layanan yang hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun maka a-kan
diarahkan kepada petugas yang memberikan konsultasi maksimal I (satu)jam setelah menyampaikan
maksud konsultasi.

4 Biaya/Tarif
Produk Pelayanan nsultasi dengan pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk melakukan

pembahasan atau diskusi terkait permasalahan mau pun topik yang disampaikan pengguna layanan

Pertemuan ko

6 Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan seca.ra tertulis melalui surat yang ditujukan
kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Jalan Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kelurafraa
Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan dapat melalui email

Tidak dipungut biaya/tarif



NO KOUPONEN URAIAN

melalui
menyurmpaikan

atau
serta

PENGELOII\AN PEIJ\YANAN
I Dasar Hukum
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a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tarnbahan lembaral Negara Nomor 4846);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (t embarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Irmbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 terrang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 10 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O2l tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5357);

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar: Reformasi Birokrasi Nomor gO Tahun 2021
tentang Pembangunan dar Eva-luasi Zona Integritas lt{cnuju \llilayah tkbas dari Konipsi darr Wilayah
Bimkrasi Bersih dan Melayani di lnstansi Pemerintah

i. Peraturan Menteri PendayaSun{Bn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022
tentang Penrantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O 19 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Darl Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Nega-ra
Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 320) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah, teral<hir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tentarlg Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerl'e Komisi Pemillharr Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 786);

neneaduarkoukotamadiur@smail.com
madiun.kou.eo.idloage/read/whistleblowins-svstem
Pengaduan Masyarakat.

website httos://kota-
kepada Pejabat Pengelola



4 Pengawas Internal
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a. Insp€ktorat Utama KPU RI
b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan IIrnllp Kota Madiun

NO KOUPOITEIT URAIAIT
. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi,dan Tata Keia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tehun 2O22 tentang Peta Pros€s
Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

2 Sarana dan Prasarana dan/atau
Fasilitas

3 Kompetensi Pelaksana

a. Monitortouchscreen;
b. Laptop/ Komputer;
c. Handphone;
d. Printer;
e. Mesin Fotocopy;
f. Scanner;
g. Wi-fi/ Jaringan Interneti
h. Meja dan Kursi;
i. Air minum;
j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Kebijakan dalam melaksanalan Pmgram dan Kegiatan
yang dilakukan oleh KPU;
Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; dan
Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi.
Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik

a.

dengan kompetensi excellent service

b.
c.
d.

5 Jumlah Pelaksana Maksimal 12 (dua belas) Orang pegawai/ Pejabat
6 Jaminan Pelayanan a.

b.
c.
d.

Pertemuar konsultasi dilakukan scsuai jadwal yang sudai ditentukan;
Konsultasi diberikan oleh Pejabet yang telai mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan
Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dibahas.
Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilal{ukan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alarnat Jalan Mobilisasi Pelajar Nomor
2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Talrlart, Kota Madiun dan dapat melalui email
oeneaduankpukotamadiur{Aemail.com atau melalui website httos:/ /kota-
madiun.kou.Eo.i d loaPe readlwhistleblowine-svstem
Pengaduan Masyarakat.

serta menyampa.ikan kepada Pejabat Pengelola
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l

e. Souvenir apabila melewati batas waktu.
7 Keamanan

Pelayanan
dan Kes€lamatan a. Informasi yalg diberikan diiamin keabsahannya dan dapat dipertarggungiawabkan;

b. Pejabat yang menerima konsultasi telah mendapatkarr penugasan dari atasan langsung; dan
c. Dalam hal masyaral€t yang mengakses pelayanan secara ollline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul,

dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8 Evaluasi Kinerja Pelal(sana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satul kali dalam 1 (satu) talun.

Selanjutnya dilakukan tindakan p€rbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KOUP'OITEIT URAIAI{
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STANDAR PELAYANAN ST'MBER DAYA MANUSIA

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur

NO KOMPONEI| URAIAX
PENTAUPAIAN LAYANAN

I Persyaratan Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan Sumber Daya Manusia yang diinginkan dengan :

1) Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangaa: KTP/ SlM/Passport)
2l Memberi fotocopy Surat Tugas
Jam pelayanan adalah

o Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30
. Jumat pukul 08.00 - 16.00

Pemohon datang ke KPU Kota Madiun dan mengisi
formulir terkait pelayanan SDM yang diinginkan

Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas pelayanan

Petugas pelayanan memanggil personil bagian yang

menangani

Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



5 Produk Pelayanan
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Layanan Sumber Daya Manusia meliputi :

l. Administrasi p€nggantian antar \paktu anggota KPU Ikbupaten/ Kota, dan badan adhoc

2. Administrasi izin cuti anggota KPU ltubupaten/ Kota

3. Administrasi izin mendaftar/ melanjutkan perkuliahan anggota KpU Kabupaten/ Kota

4. Tugas belajar

5, Pencantuman gelar

6. IQrtu pegawai

7. Ikrtu suami dan istri
8. Pensiun

9. Mutasi

1O. Usulan kenaikan pangkat

I 1. Usulan Kenaikan gaji berkala

12. Ujiar dinas dan UKPPI

13. Izin perceraian

NO KOMPONEI{ URAIAX

Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda
terima

It

3 Jangka Waktu Pelayanan Setiap hari ke{a

4 Biaya/Tarif Tanpa Dipungut Biaya/ cratis

6 Penanganan Pengaduan,

Masukan/Apresiasl

Saran dan an masukan,/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Jalan Mobilisasi Pelajar

Pcngaduan, saran d



1
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a

b

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lemba-ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (L€mba-ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
so38);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Ta_hun 20 14 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimarra
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO2;
Peraturan Pemenntah Nomor 6l 'l'ahun 2010 tentang Pelaksaraan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan lnlbrmasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan I€mbaran Negara Nomor 5149J;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang PelaJraran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Feraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraa:r Sistem Informasi Pelayanan publik Nasional
Peratura-n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor gO Tslun
2O21 tentang Pembanguflan dan Evaluasi Z,ona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dal Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

c

d

e

f.
c

h

j

k

NO KOMPONIN URAIAIV

Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman,
DensaduankDukotamadiun@,smail.com

serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelolad/whistleblowins-svstemmadiun.kou.eo.idloase/
atau

Pengaduan Masyaralat.

Kota Madiun dan dapat
melalui website

melalui email
https://kota-

PEI'IGELOLAAN PEI./IYANAN

Dasar Hukum
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l. Feraturan Menteri Pendayagunaai Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pelayanan publik

m. Peraturan Komisi Pemiliha! Umum Nomor 8 Tahun 20 19 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Talun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan

n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Talun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Seketariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2Ol8 Tentang
Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota

p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/SDM.l3lO4 /20.21
tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 531/SDM.l3-Kpt/O'/KpU /Vlll I tentang pedoman
Teknis Pengqiuan lzin Perkuliahan Bagi Alggota KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta
Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

r. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Ncga,ra Nomor 12 Tahur, 2002 t€ntaig Petiiu,jul
Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan pangkat PNS sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO2;

s. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04
Tahun 2013 tanggal 21 Mafet 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar darr Ijin Belajar

2 Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas a. Monitortouchscreen;
b. laptop/ Komputer;
c. Handphone;
d. Printer;
e. Mesin Fotocopy;
f. Scanner;
g. Wi-fi/ Jaringar Intemet;



Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
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a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dal dapat dipertanggungiawabkan;
b. Keamenan data pribadi (NIK E-KIP dan NKK)
c. Dalam ha] masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik

kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

NO KOMPONEI{ URAHI{

h. Meja dan Kursi;
i. Air minum;
j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

3 Kompetensi Pelaksaaa 1) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentalg peraturan KPU darr peraturan perundang-
undangan lainnya; dan

2) Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer.
3) Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent

service

4 Pengawas Interna-l a. Inspektorat Utama KPU RI
b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihar Umum Kota Madiun

5 Jumlah Pelaksana 1-3 orang

6 Jaminan Pelayanan a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Jatan Mobilisasi
Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan dapat melalui email

madiun.kou.go.idloaee/read/whistleblowinr-svstem serta menyampaikan kepada pejabat

Pengelola Pengaduan Masyarakat.
b. Souvenir apabila meleqrati batas wgktu

pc nsad uankoukotamadiur{arqmail. com atau melalui website https://kota-

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi penerapan stendar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

b. Monitoring dan evaluasi dilaksanatan setiap 6 bulan
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STAITDAR PEUIYANAI{
PETGADAAI{ BARANG DAI{ JASA

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur

Pemohon datang ke KPU Kota Madiun dan mengisi formulir terkait
pelayanan pengadaan barang dan jasa yang diinginkan

Set€lah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti
tanda terima

f{o KOMPIONEIT URAIAX

PEITYAUPAIAN LAYANAN

1 Persyaratan terkait pelayanan pengadaan barang dan jasa dan Menunjukkan
Kartu Identitas (perseorangan: KTP/ SIM / Passport)
Jam pelayanan adalah

o Senin sampai dengan Kamis pukul O8.OO - 15.30
o Jumat pukul O8.OO - 16.00

Pemohon mengisi informasi

Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas

Petugas pelayanan memanggil personil bagian
yang mcnangani

Personil bidang yalg menangani mempmses sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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NO KOMPONEII URAIAII

3 Jangka Wahu Pelayanan 5 (lima) hari kerja

4 Biaya/Tarif Tanpa Dipungut Biaya/ Gratis

5 Produk Pelayanan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :

1. Pengadaan barang dan jasa pemilu dan pemilihan

2. Lelang konsolidasi pengadaan barang dan jasa

3. Konsultasi pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog

4, Konsultasi pengadaan barang dan jasa dengan marketplace

5. Konsultasi pengada€n barang jasa melalui LPSE

6. Pemasukan penawar€rn dari penyedia

6 Penanganan Pengaduan,

Masukan/Apresiasi

Safan dan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengaa alamat Jalan Mobilisasi Pelqiar
Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecarnatan Taman, Kota Madiun dan dapat melalui email

atau melalui website httDs:/ /kota-

Pengelola Pengaduan Masyarakat.
serta menyampaikan kepada Pejabatadlwhistleblowinc-svstem

duank kotamadi om
madiun.knu.co. id loape /

PENGELOLAAN PEI.AYANAN

I Daser Hukum Lrndang-Ltndang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentalg Keterbukaan Informasi Publik (IJmbaran
Negara Republik Indonesia Tnhun 2OO8 Nomor 61, Tambahan L€mbaran Negara Nomor 4846);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (lcmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lJmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
so38);

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentarg Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2Ol4 Nomor 292);



NO KOMPOITEII URAIAX
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20 10 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahar Lembaran Negara Nomor 5149);

f. Feraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O2l tenl.angPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2OO9 tentang Pelay'anan Publik (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 215, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

g. Feraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O l8 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Teotang Ferubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun

2Ol7 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun

2O2l tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dal Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2022 tenteng Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Taiun 2019 Tentang Tata Keia Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sehagaimana telah beberapa kali
diubah, tera.khir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 20lg tentang Tata
Ker-ra Komisi Pemilihan Urnum, Komisi Pemilihar Umum Proyinsi, dan Kornisi Pemilihal
Umum Kabupaten/Kota (E}erita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan

m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Keda Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsidan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 teotang
Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Taiun 2018 Tentang
Seleksi AngSota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota

o. Keputusar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta
Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum



6 Jaminan Pelayanan
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a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Ja]an Mobilisasi
Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamamn Iaman, Kota Madlun dan dapat melalur email
pen,{.aduzinkDukotamadiun(0"qmail.com atau melalui website httDs: / / kota-
mad iun.kDll.go. id / oase / /whistleblowins- svstem serta menyampaikan kepada Pejabat
Pengelola Pengaduan Masyarakat.

b. Souvenir apabila melewati batas waktu
a. Informasi yang diberikan ddamin keabsahannya dan dapat dipertanggungiawabkan;
b. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara ollline, tersedia jalur evakuasi, titik

kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

NO KOMPONEN URAIAII

2 Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas a. Monitortouchscreen;
b. laptop/ Komputer;
c. Handphone;
d. Printer;
e. Mesin Fotocopy;
f. Scanner;
g. Wi-fr/ Jaringan Internet;
h. Meja dan Kursi;
i. Air minum;
j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

3

4

Kompetensi Pelaksana

Pengawas Intemal

1) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan pemndang-
undangan lainnya; dan

2) Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer.
3) Pegaysai yang memiliki keterampila! dalam pelayanan publik dengar kompetensi excellent

service

Insp€ktorat Utama KPU RI
. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

a.
b

5 Jumlah Pelaksana l -3 orang

Keamanan dan Keselamatan Pelayanaa

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Eva-luasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan
tinda-kan perbaikan untuk meqlaga dan meningkatlan kinerja pelayanan.

b. Monitoring dan evaluasi dilalsanakan setiap 6 bulan
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STANDAR PELAYAI{AN
JARII| GAN DOKT'UEI{TASI DAN IITFI)RUASI HUKT'T

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur
Pemohon datang ke KPU Kota Madiun dan mengisi formulir terkait

pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang diinginkan

Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi buki
tarda terima

Ito KOMPOI{EI{ URAIAT

PEITYA PAIAN LAYANAN

I Persyaratan Pemohon mengisi formulir terkait pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan
Menunjukkan Kartu ldentitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)
Jam pelayanan adalal

o Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30
. Jumat pukul 08.00 - 16.00

Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas

Petugas pelayanan memanggil personil bagian
yang menangani

Personil bidang yang menangani memproses sesuai
dengan ketentuan p€raturan perundang-undangal



1 Dasar Hukum
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a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan Lrmbara;r Negara Republik Indonesia Nomor
so38);

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan trmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
6109);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahax (tfmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 292);

e. Peraturan Pemerintal Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lrmbarar Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Nomor 5149);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 215, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

g. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional

h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Msnusia Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

NO KOMPONEN URAIAT

3 Jangka Waktu Pelayanan 5 (lima) hari kerja

4 Biaya/Tarif Talpa Dipungut Biaya/ Gratis

5 Produk Pelayaaan Dokumentasi daa informasi hukum

6 Penanganan Pengaduan,

Masukal/Apresiasi

Saral darr Pengaduan, saran dan masukaa/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
ditujukal kepada Komisi Pemilihaa Umum Kota Madiun dengan alamat Jalan Mobilisasi Pelajar
Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan dapat melaJui email
pengaduankoukotamadiun@gmail.com atau

Pengelola Pengaduan Masyaral<at.
madiun.kou.eo. id I oate lread /whistleblowins-svstem

/kota-melalui website httDs: /
serta menyampaikan kepada Pejabat

PENGELOLAAN PELAYAI{AN



TO I(OMPONEIY URAIAIT
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. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bimkrasi Nomor 13 Tahun
20 17 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi PelaSranan Publik Nasional

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa.ratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2022 tentang PemEurtauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

L Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O 19 Tentang Tata Ke{'a Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tefiang
Perubahan KetiSa atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 786); da,l

n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Ke{a Sekretariat Jendera_l Komisi Pemilihan Umum,
Sekretaiiat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretadat Komisi Pemitihan Umum
Kabupaten/Kota.

o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Keenam atas Peraturcr Kornisi Perulihan Umurn Nornor'? Tahun 2018 Tentang
Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan IGbupaten/ Kota

p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/ KpU/ Tahun 2016
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tah]uJ:. 2022 tentang Peta
Proses Bisnis Di Lintkungan Komisi Pemilihan Umum

r. Keputusen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor IO/HK.O4/O8/2O22 ter,t^i8
Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota

2 Sarala dall Prasarana dan/atau Fasilitag a, Monitortouchscreen;
b. Laptop/ Komputer;



6 Jaminal Pelayanan a
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Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Jalan Mobilisasi
Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan dapat melalui email
pensaduankou kotamadiun@ cmail.com atau melalui website httDs: / /kota-

id/oage / read /whi .5ri( uiu*rriE Jv.5((rrr serta meny ar)paikan kepada Pejabat
Pengelola Pengaduan Masyarakat

b. Souvenir apabila melewati batas waktu

NO KOMPO!IEI[ URAIAT

c. Handphone;
d. Printer;
e. Mesin Fotocopy;
f. Scanner;
g. Wi-fi/ Jaringan Internet;
h. Meja dan Kursi;
i. Air minum;
j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan,

3 Kompetensi Pelal<sana 1) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturErn perundang-
undangan lainnya; dan

2) Pegawai yalg dapat mengoperasikan komputer.
3) Fegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayaaan publik dengan kompetensi excellent

service

4 Pengawas Internal a. Inspektorat Utama KPU RI
b. Satuar Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

5 Jumlah Pela-ksana 1-3 orang

7 Keamanan dan Keselamatan Pelayanan a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungiawabkaa;
b. Dalam hal masya.rakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik

kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilal<ukan
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan
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STAITDAR PELITYAJTAIT
KT'NJTIITCAIY RT'UAII PINTAR PIMILU

I Persyaratan Pemohon mengisi formulir terkait permintaan kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan
Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTp/Kertu pelajar/ SIM/ passport)
Jam pelayanan adalah

. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30

. Jumat pukul 08.00 - 16.00

ro I(OMPOI{EI{ URAIAN

PEITTAMPAIAI{ LAYANA]Y
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2 Sistem Mekanisme dan Prosedur

grrdt pannolgEn mdruat pcrtral klniurEan, tar€gd, iunldl
pcs€rta, darl nornn n rahuhrg dai,*in kepada KI\, lGta

tladLr'r

Surat urddEan rnarrat p€rihal koiurg , tar€gal dan
noanor nardrA{E dsa,npiSkan kapoda

p.ro.a9-/lnst n-rl/ttribag.

NO l(OMPONEN URAIAI{

Pehyanan RPP KPU

Kota I'ladlun

KPU Kota Madiun menerima surat peminban
kuniunoan atau audiensi RPP

KPU Kot! lrladiun mengundang
peroranganflns0tusi/Lembaga untuk mengunjungi

KPU Kota Madiun mencatat dalam daftar
permohonan kuniunoan atau audiensl

KPU Kota Madiun men,rwaty'm€ngkonfi rmcl kescdlaai
menerinE klnjuEan

Kunjungan RPP

Realisasi Publakasi Dokumrntasi Evaluasi Pehpffa

Sel€sai

3 Jangka Waktu Pelayanan l)

2l

3)

KPU Kota Mediun menfapkan surat balasan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah
diterimanya surat permohonan kunjungan/audiensi
KPU Kota Madiun menyarnpraikan surat udndangan kepada pengakses layanan selambatrrya 3 hari
sebelum kunjungan RPP dilakukan
Sebelum membalas KPU Kota Madiun harus memastikan kembali jadwal waktu kegiatan sesuai
dengan kesepakatan.

4 Biaya/Tarif Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan kunjungan ke Rumah Pinta, Pemilu)

Plroralgannltslihd^dnbrga yarE natrpat undangan,
rEnFwab atau fiE Ekoofrrmasi kcsediaan fidakukan

kunjuEan

-- ----f



1 Dasar Hukum
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a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahar Lembaran Negara Nomor 4846);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
so38);

c. Undang-Undang Nomor 7 Talun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O 14 Nomor 292);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbrrkaa-n Informasi Publik {Lembaran Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2Ol0 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Nomor 5149);

f. Peraturan Pemerinta.h Nomor 96 Tahun 2O2l tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2OO9 tentang Pelalranan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 215, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bimkrasi Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedomal Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasionaj

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasl Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

i, Peraturan Menteri Pendayegunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bimkrasi Nomor 29 Tahun
2022 tentorrg Pemantauan dan Evaluasi Kineg'a Penyelenggaraan Pelayanaa Publik

TO KOMPONEIY URAIAX

5 Produk Pelayanan Produk pelayanan adalah pelayanan atas kunjungan/audiensi di Rumah Pinta.r Pemilu yang

meliputi layanaa audio visual, display kepemiluan, diskusi dan simulasi.

6 Penangafran Pengaduan, Saran dan

Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Jalan Mobilisasi Pelajar
Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan dapat melalui email

madiun.kpu.so.id/page/read/whistleblowins-system serta men
Pengelola Pengaduan Masyaral{at

yampaikan kepada Pejabat
/ kota-atauDensaduankDukotamadiun@-gmail.com melalui website httDs:/

PEIYGEI.OLAAN PEIIIYANAIT



2 Sarala dan Prasarana dan/atau Fasilitas
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Monitor touchscreen;
T.eptop,/ Komnllter;
Handphone;
Printer;
Mesin Fotocopy;
Scalner;
Wi-fi / Jaringan Internet;
Meja dan Kursi;
Air minum;
Sarana darr

a.
h
c,
d.
e.

f.

8.
h.
i.

J rasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

I{o KOMP'OIIEII URAIAX

j. Feraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanaa
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

k. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2OU tenl.al]g Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/
atau Walikota dan wakil Walikota;

l. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat pada Pemilihan Umum;

m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Keda Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimaaa telah beberapa kali
diubai, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Talun 2019 tentang Tata
Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Bcrita Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan

n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Taiun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
S€kretariat Komisi Pemilihai Umum Provinsi,dan Sekrctariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Xota.

o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tehvn 2022 tentang Peta
Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

3 Kompetensi Pelaksana 1) Pegawa.i yarg memilikj pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundang-
undangan lalnnya; dan

2) Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer.
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l{o ITOMPONEII URAIAX

3) Fegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanal publik denga! kompetensi excellent

service

4 Pengawas Internal a. Inspektorat Utama KPU RI
b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

5 Jumlah Pelaksana

6 Jaminan Pelayanan a a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukal s€ca-ra tertulis melalui surat
yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan a.lamat Jalan Mobilisasi
Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dart dapat melalui email
pensaduankoukotamad iun@.smail.com atau melalui website httDs:/ /kota-
madiun.kpu.qo.id / oase / read /whistleblowinq-svstem serta menyampaikzrn kepada Pejabat
Pengelola Pengaduan Masyarakat

b. Souvenir apabila melewati batas waktu
Keamanan dan Keselamatan Pelayanan a. Informasi yang dib€rikan dijamin keabsahannya dan dapat dip€rtanggungjawabkan;

b. Dalam hal masyaralat yang mengakses pelayanan secara offline, tersediajalur evakuasi, titik
kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilal<uksn
tindakan perbaikan untuk menjega dan meningkatkan kine{a pelayanan.

b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan

4 orang
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STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PENDIDII(AI{ PEMILIH

NO KOMPOITEIT URAIAIY
PEITSAMPAIAN LAYAN,IIN
I Persyaratan a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, narna L€mbaga/ Institusi, dan kontak yang dapat dihubungi

b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KIP/ SIM / Passport)
c. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan sosialisasi
d. Menyampaikan s€ca-ra jelas tema dan bentuk sosialisasi
e. Menyampaikan waktu kegiatan sosialisasi
f. Menyampaikan tempat kegiatan sosialisasi
g. Menyampaikan jurntah dan segmen pescrta kegiatan sosialisasi
Jam pelayalan adalah

1. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30
2. Jumat pukul 08.00 - 16.00
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2 Sistem Mekanisme
dan Frosedur

Mengajukan s{rat undangan scallisasi

TO KOUPONEI{ I'RAIAI{

Pengquna layanan menerima sumt jawaban
atas kesedhan KR, Kota Madiun dahm

soshlbasi

Persaorantan/ lnstitusl/Lambagt

Xdl.lima surdt udar€an alau pcrnberit tl(Er dari
XPu Kota M.dlun

Menerima surat pinjam sarana kepemiluan
dengan mencantumkan narahubung

Pengguna hyanan menerima surat iawaban
ltas kesedhan KPU Kota Madlun dahm

sosialEasl

Pengguna hyanan menghadlrl soshlbasi yaag

diselenggarakan oleh KPU l(ota madiun

Program/Kegiatan Sosialisasi

Relisasi Put likasi Dokumentasi Evaluasi Pelaporan

Selesai

3 Jangka
Pelayanan

Wal<tu a. Surat jawaban dari KPU Kota Madiun atas surat undangan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling
lambat 3 hari setelah surat diterima

b. Surat undangan dari KPU Kota Madiun terhadap p€ngguna layalan untuk menghadiri sosialisasi disampaikan paling lambat
3 hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan

c. Surat jawaban dari KPU Kota Madiun atas surat pemberitahuan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan
pa.ling lambat 3 hari setelah surat diterima

d. Jangka waktu / durasi pela-ksanaan, publikasi daa dokumentasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhaa
e. Evaluasi dan pelaporan dllaksalal<en paling lambat 3 hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dflaksanakan

4 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/ tarif
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NO rOUPO!TEI| URAIATT
5 Produk Pelayanan Prq am atau kegiatan sosialisasi demokrasi dan kepemiluar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dalam berbagoi bentuk

dan metode
6 Penanganan

Pengaduan, Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Madiun dengal alamat Jalan Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecanatan Taman, Kota
Madiun dan dapat melalui email oeneaduankoukotamadiun@ smail.com

serta menyarnpaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat
atau melalui veebsite https:11kota-

I n I breadI

PET{GEIPLI\AN PEI./IYANAN
1 Dasar Hukum Undang-undang Nomor I Tahun 2015 tentang Fenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturarr Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I Ta-hun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang- undang Menjadi Undang-Undang;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentffrg Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan

Umum;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 TBhun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Talun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisl Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 TaIun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Orgalisasi, dan Tata Keda
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihal Umum Kabupaten/ Kota.

g. Keputusan Komisi Pemilihar Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2C22 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkunga;r
Komisi Pemilihan Umum

2 Sarana dan
Prasarana
dan/atau Fasilitas

a. Monitortouchscreen;
b. Laptop/ Komputer;
c. Handphone;
d. Printer;
e. Mesin Fotocopy;



5 Jumlah Pelaksana
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a. 5 orang Komisioner KPU Kota Madiun
b. I orang Sekretaris KPU Kota Madiun
c. I orang lksubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Kota Madiun
d. 4 orang Staf Subbag Pa-rtisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Kota Madiun
e. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan materi sosialisasi

NO KOMPONEN URAIAN
f. Scalner;
g. Wifi/ Jaringaa Internet;
h. Meja dan Kursi;
i. Air minum;
j. Sarara dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan,

3 Kompetensi
Pelaksana

b.
c.
d.
e.

Memiliki wewenang menyampaikan materi sosialisasi secara resmi kepada publik (Komisioner, Sekretaris, Kabag, Kasubbag,
dan Pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya)

Memiliki kemampuan memahami subtansi materi sosialisasi
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (public speaking)
Memiliki kemampuan mengorganisir acara (event organizing)
Memiliki keterampilan dalam pelayanar publik dengan kompetensi excellent service

a

4 Pengawas Intemal Layanan sosialisasi diawasi secara intemal di dalam kelembagaan KPU Kota Madiun oleh:

a. Ketua dan Anggota KPU Kota Madiun sebagai penanggungjawab atas semua kebijakal, program, dan kegiatan
b. Sekretaris KPU Kota Madiun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupa-kan Pejabat yang bertanggungiawab atas

pengelolaan keuangan
c. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum KPU Kota Madiun yang bertugas mengoordinasi teknis pelal<sanaan

kegiatan
d. lhsubbag Hubungan dan Pa.rtisipasi Masyarakat KPU Kota Madiun sebagai pelalsala

e. lnspektorat Utama KPU RI

f. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

6 Jaminal Pelayanan a. Masyarakat sebagai subjek dal objek sosialisasi akarr dijamin halnya untuk mendapat pengetahuan/ informasi terkait
demokrasi dart kepemiluan

b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara teftulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Madiun dengan alamat Jalan Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman,
Kota Madiun dan dapat melalui email pensaduankpukotamadiun(i email.corn atau mela.lui website https://kota-
nladiun. kpu.so. id / paqe / read / whist leblowins- system serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat

c. Souvenir apabila melewati batas waktu
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NO KOUPONEIT URAIAI{
7 Keamanan

Keselamatan
Pelayanan

dan a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap program atau
kegiatan sosialisasi

b. Guna menjamin keamararr dan keselamatan, lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi harus bersifat aksesibel (bagi
disabilitas pengguna layanan sosialisasi)

c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara oflline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam
Api Ringan (APAR)

8 Evaluasi
Pelaksala

Kineq'a Pelaporan kegiatan yang berisi:
a. Deskripsipelaksalaan
b. Notulensi
c. Publikasi dan dokumentasi
d. Evaluasi kepuasan pelayanan fasilitasi sosialisasi dilakukan melelui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan
e. Kelengkapan administrasi keuangan kegiatan
f. Penyusunan sEategi p€rbaikan yang berdampak pada output dan outcome pelaksanaan sosialisasi
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STAI{DAR PELAYAITAN
FASILITASI PEI{GAI'UAIY MASYARAI{AT

Pengguna layanan mengisi form pengaduan masyarakat dengan memberi identitas pemohon yang
meliputi nama perseorangan/ institusi/lemb"ga swadaya masyarakat, partai pottik/ bada-n pubiik
lainnya, konta,k yang dapat dihubungi dan alamat email dan menunjukkan Kartu Identitas (perseorangErn:
KTP/ SIM / Passport);
ditujukan ke a.lamat:
Komisi Pemitihan Umum Kota Madiun
Jl. Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun
Jam pelayanan adalah

o Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30
. Jumat pukul 08.00 - 16.00
. l,ayanan pengaduan secara online 24jam

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur

NO KOUPONEN URAIAI{
PEITTAUPAIAN LAYAITAIT

1 Persyaratan

Pemohon datang ke KPU Kota Madiun dan mengisi
formulir terkait pengaduan masyarakat

Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas pelayanan

Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi buktitanda
terima

3 Jangka Waltu Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat ly24 jam
4 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/tarif
5 Produk Pelayanan Pengaduan Masyaralat



I{o KOUP()ltEN URAIAI{
6 Penanganan Pengaduan, Saran dan

Masukan/Apresiasi
Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan
kepada Komisi Femifihan Umum Kota Madiun dengan alamat Jalan Mobilisasi Pelqiar Nomor 2, Kelurahan
Mojorejo, Kecanatan Taman, Kota Madiun dan dapat melalui email

madiun.kpu.fo.id / paqe /read /whistleblowinE-svstem serta menyampaikaa kepada Pejabat Pengelola
Pengaduan Masyarakat

uank u otamadiu atau melalui website httDsl /kota-

PEI{GELOLAAN PEI./\YANAI{
1 Dasar Hukum
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a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Nega-ra
Republik Indonesia Tahun 2OOE Nomor 61, Tambahan Irmbaran Negara Nomor 4846);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembara,n NegaJa Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I 12, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiiihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6lO9);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Talun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2921i

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20lO tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor l4 Tahun
2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 10 Nomor
99, Tambahan lrmbaran Nega.ra Nomor 5149);

f, Peraturan Pemerintal Nomor 96 Tahun 2O2l tentar.g Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

g. Peraturan Menteri Pendavagunaan Apsratur Negara den Reformasi Rirokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publlk Nasional

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa.ratur Negara dall Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2O2l
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju ltrilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Elersih dan Melayani di InstaIlsi Pemerintah

k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahtn 2O22
tentang Pemantauan dan Evaluasi Kineq'a Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Sarana darr
Fasilitas

Prasa.rana dan/atau
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a. Monitortouchscreen;
b. Laptop/ Komputer;
c. Handphone;
d. hinter;
e. Mesin Fotocopy;
f. Scanner;
g. Wi-fi/ Jaringan Internet;
h. MeJa dan Kursi;
i. Air minum;
j. Serana dan prasamna dapat diakses oleh kelompok rentan.

Kompetensi Pelaksana

Ifo KO PONEI{ URAIAIII
I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O 19 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihar Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l lentanr Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan

m. Peratura-n Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

n. Keputusa! Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses
Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

a Pegawai yang memiliki pengetahuan dl Bidang Kebijakan dalam mela-ksanakan Program dan Kegiatan

b
yang dilakukar oleh KPU;
Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; dan
Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi.
Pega.wai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service

c.
d.

2

3

4 Pengawas Internal a. Dilakukan secara beg'enjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;
b. Inspektorat Utama KPU RI
c. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

5 Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang pegawai KPU Kota Madiun
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NO KOMPONEN URAIAN
7 Keamanan

Pelayanan
dan Keselamatan a. Informasi yang diberikan dljamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK)

c. Datam hal pengaduan masyarakat dilakukan secara offline, tersediajalur evakuasi, titik kumpul, dan
Alat Pemadam Api Ringan (APARI)

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana a.

b.

Evaluasi penerapan standar pelayaran ini dila-kukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan
perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayalan.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan s€tiap 6 bulan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Madiun,

ttd.

Pita Anjarsari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIFTAN UMUM
KOTA MADruN

b Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SEKRETARJAT

to

Ditetapkan di Kota Madiun

pada tanggal 17 September 2025


